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PUTUSAN 

Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Spn 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

NAMA PENGGUGAT, Umur 30 tahun, NIK. XXXX, Agama Islam, Pendidikan 

D.III, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di 

RT. 006, Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai, 

Kota Sungai Penuh.  Selanjutnya disebut sebagai 

Penggugat; 

m e l a w a n 

NAMA TERGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, 

Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Desa Koto 

Panap, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh. 

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02  

Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Sungai Penuh dalam register perkara Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Spn, tanggal 

09 Februari 2022, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian 

terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 04 November 2013, Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, sebagaimana 

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 04 November 

2013; 
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 

berpindah- pindah pertama kali Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

kontrakan di XXXX selama 2 tahun setelah itu pindah ke rumah milik 

bersama di Perumahan kembar Lestari di XXXX dan dari pernikahan 

tersebut telah di karuniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK, laki-

laki, yang lahir pada tanggal 21 Desember 2014 yang mana anak tersebut 

saat ini ikut bersama Penggugat; 

3. Bahwa sejak Mei 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

mulai tidak harmonis: 

4. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan percekcokan antara 

Penggugat dan Tergugat pada intinya di sebabkan oleh; 

4.1 Tergugat selama berumah tangga tidak terbuka dengan Penggugat 

bahkan Tergugat memiliki hutang sewaktu muda dan membayar 

dengan tabungan lahiran Penggugat namun tidak di beri tahui 

terlebih dahulu; 

4.2 Tergugat telah menjual harta milik bersama yaitu sebidang sawit 

tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan uang tersebut Penggugat 

tidak menerima sepeserpun; 

4.3 Tergugat semenjak Juli 2021 hanya memberi nafkah untuk anak saja 

bahkan itu juga tidak mencukupi untuk kebutuhan anak; 

5.  Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcokan antara Penggugat dan 

Tergugat terjadi sekitar bulan Desember 2021 di karenakan Tergugat 

mengatakan kepada keluarga Penggugat bahwa Tergugat ingin berpisah 

dengan Tergugat setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan 

kediaman bersama mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat 

berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan 

kewajiban sebagaimana layak suami istri; 

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di lakukan upaya damai 

dari pihak keluarga namun Tergugat tidak mau merubah sikap Tergugat; 

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat 

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon 
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kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh kiranya berkenan 

menerima dan memeriksa perkara ini; 

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara 

ini; 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon 

kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi 

sebagai berikut: 

Primer 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Memutusakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat; 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  

Subsider: 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono); 

 Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di 

persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula 

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah 

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak 

disebabkan oleh suatu halangan yang sah; 

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada 

Penggugat pada setiap persidangan, agar Penggugat bersabar dan dapat 

mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun Penggugat 

menyatakan tetap sebagaimana niat dan tujuan semula mengajukan gugatan 

ini, dan sudah tidak bisa lagi untuk hidup dan tinggal bersama dengan 

Tergugat sebagai pasangan suami-istri;  

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan 

terhadap surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan 

gugatannya tanpa ada perubahan;  

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti surat di persidangan berupa: 
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1.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat NIK. XXXX, yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota XXXX. Alat bukti tertulis tersebut telah 

dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, 

telah dinazzegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode 

bukti P.1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX 

Nomor XXXX, tanggal 04 November 2013. Alat bukti tertulis tersebut telah 

dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, 

telah dinazzegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode 

bukti P.2; 

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 

(dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut: 

1. NAMA SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

Petani, tempat tinggal di RT. 06 Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun 

Debai, Kota Sungai Penuh. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata 

cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan 

tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi 

tersebut memberikan keterangan sebagai berikut : 

-  Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri sah, dan telah 

dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut dalam asuhan 

Penggugat; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan 

harmonis, namun sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran; 

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak terbuka 

kepada Penggugat, Tergugat mejual harta bersama tanpa 

sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat kurang memberikan nafkah 

kepada Penggugat serta tidak mencukupi untuk kebutuhan anak; 
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- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran 

tersebut, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan saksi 

sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;  

- Bahwa puncaknya sejak bulan Desember 2021 terjadi pertengkaran, 

dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 

rumah serta tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana 

layaknya suami isteri sampai sekarang lebih kurang sudah 2 (dua) 

bulan lamanya sampai sekarang, tanpa nafkah lahir dan batin kepada 

Penggugat dan anak; 

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati dan mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; 

2. NAMA SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan 

Swasta, tempat tinggal di RT. 09 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kumun 

Debai, Kota Sungai Penuh. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata 

cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan 

tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi 

tersebut memberikan keterangan sebagai berikut : 

-  Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

adalah saudara sepupu Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri sah, dan telah 

dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut dalam asuhan 

Penggugat; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan 

harmonis, namun sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran; 

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak terbuka 

kepada Penggugat, Tergugat mejual harta bersama tanpa 

sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat kurang memberikan nafkah 

kepada Penggugat serta tidak mencukupi untuk kebutuhan anak; 
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- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran 

tersebut dari laporan Penggugat dan saksi lihat sendiri kondisi 

Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal serumah lagi;  

- Bahwa puncaknya sejak bulan Desember 2021 terjadi pertengkaran, 

dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 

rumah serta tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana 

layaknya suami isteri sampai sekarang lebih kurang sudah 2 (dua) 

bulan lamanya sampai sekarang, tanpa nafkah lahir dan batin kepada 

Penggugat dan anak; 

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan 

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; 

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu 

apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan 

yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada 

berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak 

terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan 

oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan 

menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-

undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 

50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan 

kewenangan absolut Pengadilan Agama; 

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 

138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, ternyata Tergugat 

tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir 

sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak 

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat 
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ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, namun tidak hadir; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di 

persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara a quo, 

sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 jo. Pasal 154 R.Bg., jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; 

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat dilaksanakan mediasi 

sebagaimana mestinya, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal 

menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat kembali rukun dengan 

Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis 

Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam gugatan ini; 

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang telah dibacakan di 

persidangan, Penggugat menyatakan tidak ada tambahan dan perubahan, 

serta menyatakan bahwa sudah mantap dan yakin untuk melanjutkan gugatan 

perceraian ini, maka proses pemeriksaan terhadap perkara harus dilanjutkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai yang diajukan 

oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi 

Hukum Islam, maka gugatan a quo harus dinyatakan secara formil dapat 

diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh 

Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah 

bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima untuk 

dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut telah 

memenuhi unsur formil dan materiil selayaknya sebuah akta autentik, maka 

sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdata, alat bukti 

surat P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian 

yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim cukup merujuk kepada 

apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut; 
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Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 (fotokopi KTP atas nama 

Penggugat), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili 

dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Penuh, sehingga secara 

relatif Pengadilan Agama Sungai Penuh berwenang memeriksa dan mengadili 

perkara ini; 

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah 

atas nama Penggugat dan Tergugat), dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan 

Tergugat telah dan masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah. Dengan 

demikian, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki kompetensi 

atau “legal standing” sebagai pihak-pihak di dalam perkara gugatan 

perceraian ini; 

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar 

keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan kedua 

belah pihak; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat 

sebanyak 2 (dua) orang, saksi 1 bernama XXXX, dan saksi 2 bernama XXXX 

(vide: Pasal 306 R.Bg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah 

(vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdata), serta telah diperiksa 

satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan (vide: Pasal 171 ayat 

(1) R.Bg), maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat 

diterima; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diberikan di 

persidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikan 

sendiri oleh saksi (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), dan keterangan tersebut 

juga ternyata saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya (vide: Pasal 

309 R.Bg), maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut secara materiil 

dapat digunakan untuk menguji kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat 

di persidangan; 

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan 

tersebut, telah diperoleh fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 
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1.  Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan 

pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat; 

2. Bahwa akibat dari ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat tersebut, menyebabkan di antara keduanya 

terjadi pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu 

sampai dengan sekarang, serta tidak pernah menjalankan kewajiban lagi 

sebagaimana layaknya suami isteri; 

3. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak 

keluarga namun tidak berhasil dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi 

dalam ikatan pernikahan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat 

disimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah 

pecah sedemikian rupa (broken marriage) sehingga tujuan perkawinan untuk 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, wa-

rahmah tidak tercermin di dalam rumah tangga ini, (vide: Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);  

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah 

sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau 

dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan 

madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah 

pihak, sebagaimana Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi: 

 
“Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap 

kemanfaatan yang belum pasti”; 

 
 “Kemadlaratan itu harus dihilangkan”. 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat 

dinyatakan bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti secara formil. 
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Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan 

hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;  

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan 

beralasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, 

maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan 

menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat (vide 

pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam); 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, 

maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) 

terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT); 

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 

620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah); 

 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 

Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya’ban 1443 Hijriah oleh kami 

ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. 

KHUSNUL KHULUQ, S.Sy., dan AFFI NURUL LAILY, S.H.I, masing-masing 

sebagai Hakim Anggota, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim 

Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Spn tanggal 09 Februari 2022. Putusan tersebut 
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diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua 

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh 

NOPRIZAL, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh 

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

 
 

 

Ketua Majelis,  
 
 

TTD  
 

ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H. 
  

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II, 
  
  

TTD TTD 
  

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy. AFFI NURUL LAILY, S.H.I. 
 
 

Panitera Pengganti, 
 

  
TTD 

 
NOPRIZAL, S.H.I., M.H. 

 

Rincian biaya: 

1. Biaya Pendaftaran : Rp.   30.000,- 

2. Biaya ATK Perkara : Rp.   50.000,- 

3. PNBP Panggilan : Rp.   20.000,- 

4. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,- 

5. Biaya Redaksi : Rp.   10.000,- 

6. Biaya Meterai : Rp.   10.000,- 

JUMLAH : Rp. 620.000,-  

                                             (enam ratus dua puluh ribu rupiah) 
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